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INTISARI

Menurut situs web pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, pada
tanggal 16 maret 2023, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara mengadakan rapat evaluasi
mengenai tanah telantar di Perbaungan. PT. Deli Super, pemegang Hak Guna
Bangunan (HGB) nomor 01/Pematang Sijonam seluas 7,2 ha, awalnya
merencanakan tanah tersebut untuk pengolahan batu bata namun Kini dianggap
telantar meskipun pajak tanah tetap dibayar. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji proses penertiban tanah terindikasi telantar serta upaya PT. Deli Super
untuk mengatasi status tersebut. Metode penelitian kualitatif dengan analisis data
mencakup telaah data, reduksi, penyusunan informasi, dan proposisi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa proses penertiban tanah oleh Kantor Wilayah BPN
Sumut mencakup inventarisasi, evaluasi, surat peringatan, dan penetapan tanah
telantar dengan beberapa kendala administrasi. PT. Deli Super mengajukan
permohonan untuk mengeluarkan tanah dari daftar telantar, berencana mengubah
peruntukan menjadi usaha pertanian dan agrowisata, serta memperbaiki lahan
untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.

Kata Kunci: Tanah terindikasi terlantar, penertiban, HGB

ABSTRAK

According to the website of the Serdang Bedagai Regency government, on
March 16, 2023, the Serdang Bedagai Regency Government and the North
Sumatra Regional Office of the National Land Agency held an evaluation meeting
regarding abandoned land in Perbaungan. PT. Deli Super, the holder of Building
Use Rights (HGB) number 01/Pematang Sijonam with an area of 7.2 hectares,
initially planned to use the land for brick processing but it is now considered
abandoned, despite the land tax being paid. This research aims to examine the
process of regulating land that is identified as abandoned and PT. Deli Super's
efforts to address its status. The research employs a qualitative methodology with
data analysis involving data review, reduction, information organization, and
proposition. The results show that the process of regulating land by the North
Sumatra BPN Office includes inventory, evaluation, warning letters, and the
designation of abandoned land with several administrative challenges. PT. Deli
Super has applied to remove the land from the abandoned list, plans to repurpose
it for agricultural and agro-tourism activities, and intends to improve the land to
boost regional and community income.

Keywords: Indicated land passed, arrangement, HGB
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk

masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tanah harus diusahakan,
dimanfaatkan, dan digunakan seoptimal mungkin demi kesejahteraan
rakyat. Sebagai sumber utama kehidupan manusia, tanah perlu diatur
dalam hal penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan
pemeliharaannya. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum
dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah serta memberikan
perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada
dalam golongan ekonomi rendah (Sulistianti, 2021). Saat ini, banyak
tanah yang telah dikuasai atau dimiliki, baik yang sudah memiliki hak
atas tanah maupun yang baru diperoleh, masih dalam keadaan telantar di
beberapa tempat. Akibatnya, tujuan mulia untuk meningkatkan
kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan tanah belum tercapai secara
optimal. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Telantar, 2010).
Oleh karena itu, perlu dilakukan restrukturisasi untuk menjadikan tanah
sebagai sumber kesejahteraan rakyat, menciptakan kehidupan yang lebih
adil, menjamin keberlanjutan sistem sosial dan kebangsaan Indonesia,
serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengelolaan,
penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di Indonesia diperlukan untuk
meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan,
menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan ketahanan pangan dan
energi.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah harus
memiliki fungsi sosial. Tujuan utama dari fungsi sosial hak atas tanah
adalah untuk memastikan bahwa hak atas tanah dimanfaatkan sebaik
mungkin untuk kesejahteraan umum. Tujuan ini dinyatakan dalam Pasal 6

UUPA bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal ini



berarti, tidak dapat dibenarkan bahwa hak atas tanah apapun yang
dimiliki seseorang akan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan
pribadi, terutama jika itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifatnya,
bukan dengan haknya, sehingga hasilnya baik untuk masyarakat dan
negara.

Setiap individu, badan hukum, atau organisasi yang memiliki
hubungan hukum dengan tanah berkewajiban untuk merawat tanah dengan
baik. Namun, pemegang hak atas tanah memiliki prioritas dan tanggung
jawab tertinggi dalam menjaga dan mengelola tanah tersebut.Pemegang
hak atas tanah memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang dia
mau. Badan Pertanahan Nasional adalah badan atau lembaga yang akan
menangani masalah jika terjadi ketidaksesuaian dalam pengelolaan tanah
dengan tujuan pemberian hak atas tanah.

Salah satu perbedaan antara tujuan pemberian hak atas tanah dan
kenyataan di lapangan adalah bahwa pemegang hak tanah ditelantarkan.
Tanah ini seharusnya dipelihara dan dikelola secara aktif, tetapi mereka
tidak melakukannya. Pemegang hak atau pihak yang memiliki hak atas
tanah harus melakukan penelantaran tanah, yang merupakan pengingkaran
atau pelanggaran tanggung jawab. Penelantaran Penelantaran tanah, baik
di pedesaan maupun perkotaan, dapat berdampak negatif pada
pembangunan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2010, penelantaran tanah di pedesaan dapat mengganggu
keberlanjutan swasembada pangan, yang pada akhirnya akan
menurunkankesejahteraan dan kemakmuran warga negara. Sementara itu,
penelantaran tanah di perkotaan dapat menyebabkan munculnya daerah
kumuh, yang mengurangi keindahan dan menimbulkan masalah sosial.

Jika tanah ditelantarkan, hal itu dapat menyebabkan baik
kepemilikan maupun perolehan hak atas tanah tersebut hilang. Ini diatur
dalam UUPA, khususnya dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa

penelantaran tanah dapat menyebabkan kehilangan hak milik pendapat dan



Pasal 34 yang menyatakan bahwa penelantaran tanah dapat menyebabkan
kehilangan hak usaha. Dengan demikian, hak atas tanah dihapusnya karena
pemilik atau pemegang hak telah meninggalkan tanah tersebut.

Menurut situs web pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai,pada
tanggal 16 maret 2023, Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai dan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utaramengadakan
rapat evaluasi mengenai tanah yang dianggap telantar di perbaungan. PT.
Deli Super, yang bergerak dalam produksi danpengelolaan batu bata,
adalah salah satu pembicara dalam pertemuan tersebut tentang tanah
dengan Hak Guna Bagunan (HGB) nomor 01/Pematang Sijonam. Tanah
seluas 7,2 haini pada awalnya direncanakanuntuk digunakan sebagai lokasi
pengolahan batu bata, tetapi pada kenyataannya, PT. Deli Super telah
melakukan penelantaran tanah di sisi lain. PT. Deli Super, di sisi lain, masih
membayar pajak tanah. Diharapkan PT. Deli Super akan membahas rapat
evaluasi ini tentang rencana merekauntuk mengubah tujuan lahan
tersebut menjadi agrowisata atau wisata edukasi. Karena mereka adalah
pemeganghak atas tanah tersebut, mereka akan memiliki hak penuh atas
tanah tersebut. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk
melakukan  penelitian ~ dalam  skripsi  ini  dengan  judul.
“PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI
TELANTAR (STUDI TANAH HGB PT. DELI SUPER) OLEH
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERAUTARA”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana proses pelaksanaan penertiban tanah terindikasi telantar di

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera
Utara?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Deli Super sebagai
pemegang HGB yang tanahnya masuk dalam daftar tanah terindikasi

telantar?



C. Tujuan
1. Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penertiban tanah

terindikasi telantar di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Utara.

2. Mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Deli Super
sebagai pemegang HGB yang tanahnya masuk dalam daftar tanah
terindikasi telantar.

D. Manfaat
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

a. Manfaat penelitian ini secara akademis yaitu diharapkan dapat
memperkaya pengetahuan atau wawasan dari peneliti terkait
progres pelaksanaan penertiban tanah terindikasi telantar.

b. Manfaat penelitian ini secara praktis yaitu sebagai bentuk
gambaran dan masukan serta informasi terkait bagaimana

pelaksanaan penertiban tanah terindikasi telantar.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera
Utara khususnya di bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa sudah
melaksanakan proses penertiban tanah terindikasi telantar yaitu berupa,
inventarisasi tanah terindikasi telantar, evaluasi tanah terindikasi telantar,
surat peringatan, dan penetapan tanah terindikasi telantar. Dalam kegiatan
pelaksanaan penertiban tanah terindikasi telantar terdapat beberapa
kendala seperti keterlambatan dalam pengajuan permohonan dokumen
dalam proses pengeluaran daftar database tanah terindikasi telantar,
sehingga pelaksanaan proses penertiban tanah terindikasi telantar
terhambat.

Upaya yang dilakukan oleh PT Deli Super sebagai pemegang HGB
yang tanahnya masuk dalam daftar tanah terindikasi yaitu, Mengajukan
permohonan untuk mengeluarkan tanah dari status daftar database tanah
terindikasi telantar yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Berupaya mengubah
peruntukan izin usaha yang awalnya pabrik batu bata menjadi usaha
pertanian padi hibrida, perkebunan buah kelapa, pertanian sayuran, buah-
buahan, dan aneka umbi lainnya sesuai KBLI dan NIB tertanggal 29
Februari 2024, Melakukan pembersihan, pembenahan dan persiapan lahan
sesuai permohonan izin peruntukan, dan Kemudian berencana akan
mengembangkan usaha agrowisata pertanian di lahan yang sedang diubah
peruntukannya dan akan menguatkan sektor pariwisata sehingga dapat
menyumbang pendapatan daerah dan masyarakat di Kabupaten Serdang
Bedagai.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diharap kepada Kantor Badan
Pertanahan Nasional agar memberitahukan pihak pemegang hak atas tanah
yang tanahnya masuk dalam daftar tanah terindikasi telantar
mengoptimalkan peruntukan tanah sesuai dengan jenis, sifat, dan tujuan
pemberian hak atas tanah, perlu ada altrernatif untuk membina pemegang
hak atas tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk kemitraan,
redistribusi, atau pengalihan hak atas tanah kepada pihak yang mampu
mengoptimalkan kembali tanah tersebut. Kemudian pihak pemegang hak
atas tanah diharapkan mengikuti peraturan - peraturan yang sudah
ditetapkan, dikarenakan berdasarkan hasil penelitian upaya yang dilakukan
pemegang hak atas tanah dalam mengajukan permohonan mengubah

peruntukan  tanah  tidak  sesuai  dari  kebijakan  peraturan.
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